
BUPATI BONDOWOSO 
PROVINS! JAWA TIMUR 

PERATURAN BUPATI BONDOWOSO 
NOMOR 46 TAHUN 2020 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BONDOWOSO 
NOMOR 76 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, 

TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA INSPEKTORAT 
KABUPATEN BONDOWOSO 

Menimbang 

Mengingat 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI BONDOWOSO, 

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 Peraturan 
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan 
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dan 
ketentuan Pasal I angka 5 Pasal 33 ayat (5) Peraturan 
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 ten tang Perubahan Atas 
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah perlu merubah struktur organisasi, 
tugas dan funsgi serta tata kerja Inspektorat Kabupaten 
Bondowoso; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang 
Perubahan Atas Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 76 
Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, 
Togas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten 
Bondowoso; 

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam 
Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik 
Indonesia Nomor 19 Tahun 1950, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 19) sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 
1965, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 2730); 

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 
diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

3.Peraturan .. . 
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3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 
Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 

5. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 
2011 ten tang Pembentukan Peraturan Perundang­
undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 199); 

6. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 7 Tahun 
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 
Daerah Kabupaten Bondowoso (Lembaran Daerah 
Kabupaten Bondowoso Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 4); 

7. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 76 Tahun 2016 
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan 
Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Bondowoso 
(Berita Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2016 Nomor 
76); 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN BUPATI BONDOWOSO NOMOR 76 TAHUN 2016 
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN 
FUNGSI SERTA TATA KERJA INSPEKTORAT KABUPATEN 
BONDOWOSO. 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bondowoso 
Nomor 76 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan 
Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat 
Kabupaten Bondowoso (Berita Daerah Kabupaten Bondowoso 
Tahun 2016 Nomor 76) diubah sebagai berikut: 

1. Ketentuan ayat (1) Pasal 3 diubah sehingga Pasal 3 
berbunyi se bagai beriku t: 

Pasal 3 .. . 
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Pasal 3 

(1) Susunan organisasi Inspektorat sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 2, terdiri atas: 
a . Sekretariat, membawahi: 

1. Sub Bagian Perencanaan; 
2. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan; dan 
3. Sub Bagian Administrasi dan Umum. 

b. Inspektur Pembantu Wilayah I; 
c. Inspektur Pembantu Wilayah II; 
d. Inspektur Pembantu Wilayah III; 
e. Inspektur Pembantu Wilayah IV; 
f. Inspektur Pembantu Pencegahan Tindak Pidana 

Korupsi dan Reformasi Birokrasi; 
g. Kelompok Jabatan Fungsional. 

(2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada di 
bawah dan bertanggungjawab kepada Inspektur. 

(3) Masing-masing Inspektur Pembantu berada di bawah 
dan bertanggungjawab kepada Inspektur. 

(4) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub 
Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab 
kepada Sekretaris. 

2. Ketentuan ayat (2) Pasal 4 diubah sehingga Pasal 4 
berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 4 

(1) Inspektorat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 
mempunyru tugas membantu Bupati membina dan 
mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang 
menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten dan tugas 
pembantuan oleh Perangkat Daerah. 

(2) Inspektorat dalam melaksanakan tugas sebagaimana 
dimaksud pada ayat ( 1) menyelenggarakan fungsi: 
a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan 

dan fasilitasi pengawasan; 
b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja 

dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, 
pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya; 

c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu 
atas penugasan Bupati dan/atau Gubernur sebagai 
wakil pemerintah pusat; 

d.penyusunan ... 
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d. penyusunan laporan hasil pengawasan; 
e. pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana 

korupsi; 
f. pengawasan pelaksanaan program reformasi 

birokrasi; 
g. pelaksanaan administrasi inspektorat; 
h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati 

terkait dengan tugas dan fungsinya. 

3. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga Pasal 7 berbunyi 
sebagai berikut: 

Pasal 7 

(1) Inspektur Pembantu Wilayah sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b sampai dengan huruf e 
mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan 
pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan yang 
menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh 
perangkat daerah, pemerintahan desa dan penanganan 
kasus pengaduan. 

(2) Inspektur Pembantu Pencegahan Tindak Pidana Korupsi 
dan Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 3 ayat (1) huruf f mempunyai tugas melaksanakan 
koordinasi pencegahan korupsi, pengawasan 
pelaksanaan reformasi birokrasi dan penanganan kasus 
pen gad uan dengan indikasi tindak pidana koru psi pada 
perangkat daerah dan desa. 

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), Inspektur Pembantu Wilayah mempunyai 
fungsi: 
a . pengusulan program pengawasan di wilayah; 
b. pengorganisasian pelaksanaan pengawasan; 
c . pengawasan pengelolaan tugas dan fungsi, keuangan, 

barang, kepegawaian terhadap penyelenggaran 
urusan pemerintahan daerah; 

d. pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa 
dan Alokasi Dana Desa serta Dana Desa; 

e . pengawasan hibah/bantuan sosial dan tugas 
pembantuan; 

f. pemeriksaan ... 
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f. pemeriksaan pengaduan masyarakat dan 
pemeriksaan dengan tujuan tertentu atas 

pelanggaran disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 

pengajuan permohonan izin perceraian PNS; 

g. pemeriksaan terpadu; 
h . reviu Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) , 

Rencana Kerja Anggaran (RKA), Laporan Keuangan 

dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; 

1. pendampingan, asistensi dan fasilitasi; 

J. penyusunan peraturan perundang-undangan bidang 
pengawasan; 

k. pelaksaaan koordinasi program kegiatan dengan 

Inspektur Pembantu Wilayah lainnya; 

1. pelaporan hasil pelaksanaan tugas; dan 
m. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh 

Inspektur sesuai dengan tugas dan fungsinya; 

(4) Dalam melasanakan tugas sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2), Inspektur Pembantu Pencegahan Tindak Pidana 
Korupsi dan Reformasi Birokrasi mempunyai fungsi : 

a. pengusulan program pengawasan pencegahan 

korupsi dan pelaksanaan reformasi birokrasi; 

b. pengorganisasian pelaksanaan pengawasan; 

c. pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana 

korupsi; 
d. pengawalan pelaksanaan reformasi birokrasi; 

e . pengawasan dalam rangka percepatan menuju good 

governance, clean government dan pelayanan publik; 

f. pemeriksaan pengaduan masyarakat dan 

pemeriksaan dengan tujuan tertentu dengan indikasi 

tindak pidana korupsi; 

g. pendampingan, asistensi dan fasilitasi pencegahan 

korupsi dan pelaksanaan reformasi birokrasi; 

h. penyusunan peraturan perundang-undangan bidang 

pengawasan; 
i. pelaksaaan koordinasi program kegiatan dengan 

seluruh Inspektur Pembantu Wilayah; 

J. pelaporan hasil pelaksanaan tugas; 

k. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh 

Inspektur sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

4.Ketentuan ... 
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4. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga Pasal 9 berbunyi 

se bagai beriku t: 

Pasal 9 

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g, mempunyai tugas: 

a. melakukan pengawasan pengelolaan tugas dan fungsi, 

keuangan, barang, kepegawaian terhadap 

penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah; 

b. melakukan pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 

Desa; 

c. melakukan reviu Rencana Kerja Pembangunan Daerah 

(RKPD), reviuRencana Kerja Anggaran, reviu Laporan 

Keuangan, reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, 

serta evaluasi Sistem Pengendalian Internal; 

d. melaksanakan penanganan pengaduan masyarakat dan 

pemeriksaan dengan tujuan tertentu; 

e. melaksanakan Pemeriksaan terpadu, Pemeriksaan 

hibah/bantuan sosial, Pendampingan, asistensi dan 

fasilitasi; 

f. melaksanakan pemeriksaan tugas pembantuan dan 

alokasi dana desa; 

g. mengawal pelaksanaan reformasi birokrasi, pengawasan 

dalam rangka percepatan menuju good governance, 

clean government dan pelayanan publik; 

h. mendampingi/memberikan keterangan ahli dalam 

proses penyidikan dan/ atau peradilan kasus hasil 

pengawasan; 

1. menyusun rancangan peraturan perundang-undangan 

bidang pengawasan; 

J. menyusun pedoman/standar di bidang pengawasan; 

k. melakukan koordinasi program pengawasan; 

1. melaporkan pelaksanaan tugas; dan 

m. melaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan 

Inspektur Pembantu. 

5. Ketentuan dalam Lampiran diubah sehingga menjadi 

sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan 

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Pasal II ... 
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Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita 
Daerah Kabupaten Bondowoso. 

Diundangkan di Bondowoso 
pada tanggal 9 JUn1 .;zo~ 

Ditetapkan di Bondowoso 
pada tanggal 9 JUnI .;zo.10 

DOWOSO, 

S DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO, 

SYAIFULLAH 

BERITA DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN 2020 NOMOR 46 
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